
SAT.INAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 14 TAHUN2O22

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbalg Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O22 tentang Pembentukan Provinsi
Papua Tengah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Orgalisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi
dal Sumber Daya Mineral.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan
Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di
Pro!'lnsr lnan Barat (LemDaran r\ egara HepuDtrk inclonesla I aiun
1969 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (l.,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O01 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undalg-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undalg Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundalg-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
P^^"1-l;L l-n^---ia l\Iarar <C241 aahaaoiaana falaL' haharaha lzalij'-!l-EL:--: :r iL sabr3.::.r ;rr'-!q1,a,!1.E,

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
l.emhar-an Neqare Renrrhlilr Indonesia. Norcr 68O I);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6.Undang-Undang,...... / 2
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6. Undang-Undang Nomor 23 Ta-hun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2O14 Nomor
244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
I Tnrlang Nnrnnr I I Tahrrn )O)() tentans Cinta Keria II rrnharan
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2C22 iit-rrii,..rr 156, TariiLaita.rr Lcli'llan ati Nega.r a Repu'uiik iriti,-lrcsia
Nomor 6804);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200O Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 20O5 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tamhahan Lemharan Nesara Rem:h'lik Indonesia Nomor 45931:

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
T-1.r,r- 1O1O lahfahd Danrh.la.- Af.s Dar.frrr.n Daaa*inral.r N^6^.

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 64O2);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor I 1 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Daaarrrai Nada-i qi6.il ,Iarahof4h Nod4fo p--,,LliL I-.t^-^-i- T-h,,-

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peratura-n
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang Manajemen
Pegarrrai Neger-i Sinil llemharan Npga!'a Reprrhlik Inrlonesia Tahr-rn
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
iiegar a Repubiik ir-riioiiesia Tahun 2O2 i litxrt-lr i 5, Tatnbairim
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

l4.Pere,turar:. . . .,/3
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Da,lam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan ltoduk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan
Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834).

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA,
TRANSMIGRASI , ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa-l 1
n4lo'- Darof ,,--- 11, '1----' '- i-i ',--c Aiaalzcrrr{ A^----.rr$ J *rt5

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten di Papua Tengah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahal oleh

Ppmerintah f)aerah dan f)ewan Perwakilan Rakvaf F)aerah rnenrrnrt a-sas ntonorni
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimal<sud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan di Daerah.
Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Tengah.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
Peiabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundalg-undangan;
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilal Rakyat Daerah, Dinas Daera-h dan Badan Daerah dalam lingkup
Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah.
Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana
teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan
teknrs penunJang tertentu.
Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keq'a yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan;

L4.Pegawai....../4
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14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;

15. abatan Stuktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawah, rtrrcwpnan q dan hak sFrtrang Pegawai Neqeri Sinil rla'larn st ratrr satrren
organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara
eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb serta jabatan
pengawas setara Esselon IVa;

16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yarrg berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkal pada keahlian dan
ketrampilan tertentu.

17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada
instansi pemerintah;

18. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan
dan pembangunan;

19. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai ASN
yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah;

20. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana;

21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

BAB II
qI IqIINAN TIP':ANIqAqI TIT'IAq NAN FITNT:qI

Pasal 2

(1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas
wang herarla di hawah rlan herfanggr rnq iawah kenada Grrhernrrr rnelalrri Sekrefaris
Daerah.

(21 Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh
kepala dinas.

Pasal 3

(1) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai
tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasial, energi dan sumber
daya mineral sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan
I.'"nrnr{ang-r rnd angan

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i), Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis ketenagakeiaan, ketransmigrasian, energi dan

sumber daya mineral sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan peraturan perundang-undangan:

b. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan
umum pemerintahal dan dan pelayanan umum bidalg ketenagakerjaan,
ketransmigrasian, energi dan sumber daya mineral;

c. penyelenggaraan program-program kegiatan bidang ketenagakerjaan,
ketransmigrasian. energi dan sumber dalra mineral:

d. penyelenggaraan pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
e. penyelenggaraan pembinaan fasilitasi bidang ketenagakerjaan,

ketransmigrasian, energi dan sumber daya mineral;
f.penyelenggaraan...... / 5



f. penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang pelatihan vokasi dan
produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, serta
hubungan industrial dal pengawasan ketenagakerjaan;

g. perumusan pelaksanaan kebijaksanaan pelatihan vokasi dan produktivitas,
nenemnatan tenaga laqai:., dan perluasan kesemnatarr ker-ra, se62 hlrhrr-ngan
industrial dan pengawasan ketenagakerjaan;

h. penyelenggaraan pembangunan kawasan transmigrasi;
i. penyelenggaraan penataan pesebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah

dan dari kabupaten/ kota;
i- nenveleng_garaan Dengemhangan satlran oermukiman oada tahaoan penemoatan

dan pada tahapan kemandirial;
k. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi potensi kawasan transmigrasi;
1. penyelenggaraal pembinaan dan pengembangan masyara-kat transmigrasi; dan
m. pembinaan pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan

penlrelengearaarr urusan ketenagakeriaan. ketransmigrasian. enerei dan sumber
daya mineral.

Bagian Kesatu
SUSUNAN ORGANISASI

Pasa] 4

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Aset,

c. Bidang Tenaga Kerja:
1. Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas;
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
3. Seksi Hubungan Industrial dal Pengawasan Ketenagakerjaan.

d. BidangTransmigrasi:
1. Seksi Penyiapan Lahan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas;
2. Seksi Penataan Persebaran Penduduk; dan
3. Seksi Pembinaan dan Pengembalgan Kawasan Transmigrasi.

e. tiroang Sumber l-laya Mrnerai:
1. Seksi Geologi;
2. Seksi Mineral dan Batubara;
3. Seksi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. Unir Peiairsana Tei<nis Dinas iUPTDi.

(21 Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Kedua
TUG.^,S D"^,N FIJNGSI

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasa,l 5

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksalakan
ke',';enc-ngen d.ese-trc-liscsi don dekcnsentrasi di bidc:g ket:ncg.ek::jcsl,
ketransmigrasian, energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijaksanaan
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2)Untuk....../6
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(21 Untuk melaksanatan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), sebagai
berikut:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian,

energi dan sumber daya mineral sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Gtrhcrnr tr herdasarkan ncrafrlran frentnd a n g-rt nda nrran.

b. perencaaaan pengembangat dan menggali sumber-sumber dalam rangka
pemberdayaan potensi ketenagakerjaan, ketransmigrasian, energi dan sumber
daya mineral;

c. pelaksanaan program kegiatan bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian,
enersi dan sumber dava mineral:

d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
e. penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan

dan pelayanal umum di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, energi dan
sumber daya mineral;

f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatal vang berkaitan dengan penvelesaian
masa-lah ketenagakerjaa-n, ketransmigrasian, energi dan sumber daya mineral;

g. pelaksanaan pembinaan kebijaksanaan ketenagakerjaan, di bidang pelatihan
berdasarkan klaster kompetensi dan penempatan tenaga kerja, hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan dan
UPTD;

h. pelaksanaan pembinaan fasilitasi bidang ketenagakerjaan;
i. penyiapan perLrmusan dan pelaksanaan kebijakal teknis di bidang pelatihan

vokasi dan produktivitas, bidang penempatan tenaga keg'a dan perluasan
kesempatan ke{a, dan bidang hubungan industrial dan pengawasan
ketenagakerjaan;

j. penyelenggaraan pembangunan kawasan transmigrasi;
k. penyelenggaraan penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas

daerah;
L penyelenggaraan penataan pesebaran penduduk yang berasal dari

kabupaten/kota;
m. penyeienggaraan pengembangan satuan permukiman pacia tahapan

penempatan;
n. penyelenggaraan pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian;
o. penyeienggaraan pembinaan dan koordinasi potensi kawasan transmigrasi;
p. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan masyarakat transmigrasi;
q. pen]napan perllmusan ctan pela-t(sanaan kebual<ar teknls dl Dlclang pelatlhzrn

vokasi dan produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja, dan bidang hubungan industrial dan pengawasarl
ketenagakerjaanpelaksanaan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dan
produktivitas; dan

r. pembinaan pengawasalr, pengenciaiian, monitoring, evaiuasi cial peiaporan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sekretariat

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(2\ Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan pen5rusunan program dan
penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif
scr+a keuangan <1a-n aqet kepegaqraian. Letatausahag-n, nrotoko!, hrrhrrngan
masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi
peraturan perundang-undangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, sebagai berikut:

a.penghimpunan....... / 7
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a. penghimpunan bahan/data perenczutaan dan penyusunan program Dinas
Tenaga Keq'a dan Transmigrasi serta perencanaar anggaran;

b. penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

c nelaksanaan ne!-.r_!ra!_! san arlp: ini stra si kepega.r,a ion.
d. pelaksanaa-n urlrsar ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
e. pelaksanaan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata

laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-
undangan;

f. nelaksanaan rlrusan oen.selolaan /administrasi keuangan- dan kenesawaian:
g. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporal pelaksalaan tugas; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas men)rusun rencana kerja,
mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi,
pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Umum dan
Kepegawaian.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. penlrusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebd akan pada Subbagian

Umum dan Kepegawaian:
c. penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada

Dinas;
d. pelaksanaan koordinasi dan pen)'usun€rn evaluasi kelembagaan,

ketatalaksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

e. penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat men)'urat,
arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;

f. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penJ,'usunurn
analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan
pegawai serta standar kompetensi jabatan;

g. pengelolaan aclmlnlstrasl kepegawalan;
h. pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara€rn Negara (LHI{PN) dan

Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

i. pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja
pada Dinas sesuai dengan Peraturan perulndang-un<iangan;

j. pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian
Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan tugas;

k. penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
i. pclai.sariaili iiiriirieoi iiig, evaiurtisi i.iat i ijciiyusulritlr i.ipur aii ier iraiiap

pelaksanaan tugas dan fungsi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran

pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Subbagian....../8



-8-

Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 8

(1) subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas men)'usun rencana kerja,
,.rerrlrIr-nrrI mahd^l6lr Loh-- *-,m,,-a- lzehiirl*q,.r ltar.rti-asi z{on faaitit6ei-rr!.rb!rs^! r1!iji, :\L.L-: !-i:::\ii- q!l.r -\r\:ir!i\:a:,
pelaksanaan monitoring, evaluasi dal pelaporan pada Subbagian Keuangan dal
Aset.

(21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:
a Fenvllsrrnao ren.ana kerja Srthhagia4 I(4rrangan rlan -Aset;
b. pengumpulan, pengolahal bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian

Keuangan dan Aset;
c. pelaksanaan pengeloiaaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;
d. pengelolaan urlrsan oerhendaharaan:
e. pelaksanaan penyusunan rekonsiliasi keuangan dan aset;
f. pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset;
g. penyelenggaraan peny'usun€rn rencana kebutuhan dan pemeliharaal baralg

perangkat daerah;
h. pelaksanaan koordinasi dan penvusunan bahan tindak lanjut laporan hasil

pemeriksaan lingkup dinas;
i. pembagran tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian

Keuangan dan Aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisisensi dan
efektivitas dalam pelaksanaan tugas;

j. penilaial prestasi kerla para bawahaa pada Subbagian Keuangan dan Aset;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran

pelalsanaan tugas kesekretariatan.

Bidang Tenaga Kerja

Pasal 9

(1) Bidalg Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di trawah
ll^- l-'-rl anam r-^ ;^.r,a h kenrr.lr I{er.nlp f\ir-n S.

(21 Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas penyiapan perumusan dal pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas, bidang penempatan
tenaga kerja dan perluasan kesempatan ke{a, dan bidang hubungan industria-l dan
pengawasan ketenagakerj aan.

(3) I Intuk mela,ksanekan hrgas sel.-'agaima"na dimalrsrr<l oarla zvat L, Rida-ng Tena.ga
Kerja menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di di bidang pelatihan vokasi dan

produktivitas, bidang penempatan tenaga ke{a dan perluasan kesempatan
kerja, dan bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan;

b. nenviapan hahan oemmr:san kehijakan teknis di bidan€ oelatihan vokasi dan
produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan
kerja, dan bidang hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pelatihan vokasi dan
produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja,
dan bidans hubungan industrial dan pengawasan ketenasake{aan:

d.pemberian....../9
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d. pemberian dukungan teknis terhadap penyelenggarazrn pemerintah daerah di
bidang pelatihan vokasi dan produktivitas, bidang penempatan tenaga keq'a dan
perluasan kesempatan ke{a, dan bidang hubungan industria,l dan pengawasan
ketenagakedaan;

e nemhinaen dan nr-n garwA sa n ferhqrlan pelak<anaan trlcres rlan frtrrqsi rli hidano
pelatihan vokasi dan produktivitas, bidang penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja, dan bidang hubungan industrial dan pengawasan
ketenagakerjaan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas
dan funesi di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas. tridang Denempatan
tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, dan bidang hubungan industrial
dan pengawasan ketenagakerjaan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas, bidang
penempatan tenaga keria dan perluasal kesempatan keria. dal bidang
hubungan industrial dal pengawasan ketenagakerjaan; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelatihan
vokasi dan produktivitas, bidalg penempatan tenaga keda dan perluasan
kesempatan kerja, dan bidang hubungan industrial dan pengawasan
ketenagakeriaan.

Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Pasal 1O

(1) Seksi Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mempunyai tugas menyiapkan bahan
pelaksanaan pelatihan vokasi berbasis kompetensi dan peningkatal produktivitas.

(2\ Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Penyebarluasan/promosi informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja

vokasi;
b. Koorciinasi peiaksanaan akreditasi lembaga pelatihan vokasi;
c. Koordinasi pemantauan dan evaluasi status akreditasi lembaga pelatihan;
d. Koordinasi Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
e. Koordinasi pelaksanaan analisis kebutuhal pelatihan berbasis kompetensi;
f. Koordinasi penyiapal sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi;
g. hoorcllnasl penyrapan calon peserta pelatlhan kerJa berDasls t(ompetensl;
h. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan keda berbasis

kompetensi;
i. Penyiapan program pelatihan dan pemagangan;
j. Penyiapan infrastruktur dan tenaga pelatihan;
k. Koorciinasi promosi peningkatan produktivitas;
1. Koordinasi pengukuran produktivitas tingkat daerah provinsi;
m. melaporkan pelaksalaan kegiatan Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Tenaga Kerja baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai
sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

ir. iirciailsiriiair.ari tugas iaiir JixrB riiLer ii1 ti-ri tiicit Kcpai.i Bir.iari3 secau a i.:,cr ir,aiil
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pelatihan Kerja dan
Penempatan Tenaga Kerja.

Seksi Penempatal Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatal Kerja

Pasal 11

(1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan penempatan tenaga ke{a dan perluasan
kesempatan lreria

(2) Uraian....../ 1O



- 10-

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. promosi informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja

dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
b. koordinasi peny'uluhan dan bimbingan jabatal dalam pelayanan antar kerja

serf a 19al112qan lreqernpqtan keria kenarla rna swa rakat'
c, koordinasi perantaraan keq'a dalam pelayanan antar kerja serta perluasan

kesempatan kerja kepada masyarakat;
d. verifikasi penerbitan izin LPTKS Kabupaten/ Kota da,lam 1 (satu) daerah provinsi;
e. promosi informasi pasar kerja kepada pencari kerja dal pemberi keq'a di daiam

da di luar negeri (dalam huhungan ker;a clan di luar hubungan ker.idt
f. koordinasi penyiapan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi

syarat dan mekanisme beke{a ke luar negeri kepada pemerintah daerah
Kabupaten/Kota;

g. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi
syarat darr mekanisme bekefia ke luar negeri kepada pemerinah daerah
kabupaten / kota;

h. penyiapan sumber daya manusia untuk meiakukan pelayanan pemulangan dan
kepulangan TKI;

i. koordinasi penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan TKI purna;
j. verifikasi dokumen pengesahan RPIKA perpaniangan kepada pemberi keria TKA

yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam
1 (satu) daerah provinsi;

k. koordinasi penyiapan sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan
pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan,
jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi;

L koordinasi pemantauan dan evaluasi hasil penerbitan perpanjangan IMTA;
m. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penempatan Tenaga Keda dan

Perluasan Kesempatan Kerja baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang
telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala
ciaiam rangka keiancaran peiaksanaan tugas Biciang Peiatihan Kerja dan
Penempatan Tenaga Keq'a.

Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 12

(1) Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas
menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan industrial dan jaminan social tenaga
kerja serta pengawasan ketenagakerjaan.

i2i Uraian iugas sebagainlana dimai{sud pada ayai iii sebagai berikui:
a. menganalisis dokumen pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran

Perjanjian Kerja Bersama (PKB Daerah Provinsi;
b. merencanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengesahan peraturan

perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama;
c. iire reiiu'.iiidiair 'uirriLiiigilii tef iris picirci ap.ari Dti ul.ii-ir iiilii slaio upaii, Upirii

Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
d. menyiapkan bahan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di

perusahaan, pelaksanaan mogok ke{a, dan penutupan perusahaan;
e. merencanakan pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit

,{; tun166L6dn..f,: ts: !!rt!:uur!)

f. merencanakan pemberian fasilitasi dan/ atau mediasi terhadap potensi
perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

g. merencanakan pembinaan, penl'uluhan, bimbingan, dan monitoring hubungan
industrial;

h.menyiapkan ......i t t
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h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan hubungan
industrial.

i. merencanakan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan norma kerja,
jaminan sosial, perempuan dan anak;

'i rnengelola nelawanan di hidang npnserr/asan norrna kerja, i2rninan sosial,
perempuErn dan anak;

k. memeriksa bahan dan evaluasi di bidang pengawasan norma kerja, jaminan
sosial, perempuan dan anak;

1. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan norma kerja,
jaminan sosial- perempuan dan anak:

m. merencanakan pelaksanaan kebijakan di bidalg pengawas€rn norma
keselamatan dan kesehatan kerja;

n. mengelola pelayanan di bidang pengawasan norma keselamatan dan kesehatan
kerja;

o. memeriksa bahan evaluasi di bidang pengawasan norma keselamatan dal
kesehatan kerj a;

p. men),usun bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan norma
keselamatan dan kesehatan ke{a;

q. melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakeriaan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah
dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Bidang Transmigrasi

Pasal 13

(U Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
l-rart anoarna ia-'a}' Lanazla Ilanal- I)inaa

(2) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan lahan,
pembangunan prasarana, sarana dan utilitas, evaluasi kelayakan permukiman,
penataan persebaral penduduk, penyiapan calon transmigrasi, Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE), pelayanan perpindahan, adaptasi dan Penyelesaian
Pertanahan, mengoordinasikan lawanan pengemhangan m a s.rar-aka t fransmigrasi
dan kawasan transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, pengembangan
prasarana dan sarana, pengelolaan sumber daya alam satu€rn permukiman dan
Kawasal Pemukimal.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pemhangunan Permukiman, Penatsan Perseharan Pendr:drrk dan Kawasan
Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan operasional Bidang Pembangunan Permukiman, Penataal

Persebaran Penduduk dan Kawasan Transmigrasi berdasarkan rencana
operasional tahun sebelumnya untuk pedoman;

b. pengoordinasian lavanan penviapan lahan:
c. pengoordinasian pembangunan prasarana sarana dan utilitas;
d. pengoordinasian evaluasi keiayakan permukiman penataan persebarar

penduduk;
e. pengoordinasian penyiapan calon transmigrasi;
f. pengoordinasian kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE);
g. pengoordinasian pelayanan perpindahan;
h. pengoordinasian adaptasi dan penyelesaian pertanahan;
i. pengoordinasian layanan pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan

transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya;

.j.pengcordinae:an......,/ 1 2
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j. pengoordinasian pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya
alam satuan permukiman dan kawasan permukiman;

k. pengoordinasian pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan

I nelaksanaan tllgas lain rrang diherikan oleh Kenala f)inas

Seksi Penyiapan Lahan dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Pasal 14

(1) Seksi Penyiapan l,ahan dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas
mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman penyiapan lahan dan areal kawasan
transmigrasi, menyusun bahan pedoman penyiapan lahan dan areal kawasan
transmigrasi serta mengoordinasikan pelaksanaan penyiapan lahan dan areal
kalrracrn !ransmirr.rasi fla- nednrnor. Pevnhancnrnan Prasarana Sar3;13 den I,ftilitas
serta pengoordinasian Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

(21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) sebagai berikut:
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Penyiapan Lahan Prasarana,

Sarana dan Utilitas;
h nan.,iana- hahan naarmrroan l,at.iiaLan ralznio Dpn.,ianan I.hdh D.d6414h4

r !! L llxrulr

Sarana dan Utilitas;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Lingkungan Seksi Penyiapan Lahan

Prasarana, Sarana dan Utilitas;
d. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Penyiapan Lahan

dan Pemhanrrrrnan Prasarana. Sarana dan Iltilitas haik secara lisan marrnrrn
tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan
tugas;

e. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan di lingkungan Seksi Penyiapan Lahan
dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas dengan membandingkan
antara hasil kerja dengan petunjuk ke4'a untuk Denvempurnaan hasil keqia:

f. menilai prestasi keq'a para bawahan di lingkungan Seksi Penyiapan Lahan dan
Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas berdasarkan hasil kerja yang
dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;

g. mengumpulkan bahan dan referensi pedoman penyiapan lahan dan areal
kawasan transmigrasi;

h. melakukan koordinasi, penelaahan, analisa dan evaluasi bahan pedoman
penyiapan lahan dan areal kawasan transmigrasi;

i. melaksanakan koordinasi pertanahan untuk pembangunan Kawasan
transmigrasi dan Lembaga Pengembangan Transmigrasi;

j. Melaksanakan Koordinasi Penyelesaian Sertifikasi Lahan transmigrasi maupun
Badan Usaha Lainnya yang ada Kemitraan dengan Penyelenggaraan Kegiatan
Transmigrasi;

k. Melaksanakan koordinasi urusan pencadangan areal, batas areal, dan hak
pengelolaan lahan transmigrasi;

l. melakukan sosialisasi pedoman, evaluasi, pengendalian penyiapan lahan dan
areai kawasan transmlgrasl;

m. menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyediaan lahan untuk
pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas;

n. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada kegiatan
Seksi Penyiapan Lahan dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas areal
kawasan Lransmigrasi baik secara rertr-liis marrpun iisan sesuai hasii yang teiah
dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Transmigrasi.

(1) Seksi....../13
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Seksi Penataan Persebaran Penduduk

Pasal 15

(1) Seksi Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan pen.etaan persebaran penduduk, moeitcring dan evaluasi penstaan
persebaran penduduk.

{21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Penataan Persebaran Penduduk;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penataan Persebaral Penduduk;
c, pen3.eleagaraan Llrusen Penataan Persebaran Penduduk;
d. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Penataan

Persebaran Penduduk baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari
penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

e. memeriksa hasil pekerjaan para bawal.an di lingkungan Seksi Penataan
Perseharan Pendrrdrrk dengan memhandingkan antara hasil keria r{engan
petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

f. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Penataan Persebaran
Penduduk berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan
dan peningkatan karir;

g. melaksanakan pen.gumnulan data. penelaehan, analisa data penataan
persebaran penduduk;

h. melaksanakan sosialisasi, konsultasi, koordinasi dan evaluasi penataan
persebaran penduduk;

i. merencanakan penyusunan bahan persebaran penduduk;
i. merencanakan bahan pedoman Denataan persebaral penduduk kawasan

transmigrasi;
k. menyiapkan calon transmigran dari penduduk setempat;
1. merencanakan bimbingan teknis dan supervisi pelayanan penataan persebaran

penduduk;
m. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang

penataan persebaran penduduk; dan
n. melal<sanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penataan Persebaran Penduduk.

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebutuhan layanan pengembangan prasarana, sarana,
ekcnen:i d.er scsiC budeS's ker','assr trans:nigrasi.

(21 Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i) sebagai berikut:
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Pembinaan dart Pengembangan

Kawasan Transmigrasi;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan

Ka\vasan Transmigrasi'
c. penyelenggaraan urusan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
d. memberi petunjuk kepada para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan darr

Pengembangan Kawasan Transmigrasi baik secara lisan maupun tertulis untuk
menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

e. memeriksa hasil oekeriaan nara hawahan di lingkrrnoan Seksi Pemhinaan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan membandingkan antara hasil
kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

f.menilai....../ 14
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f. menilai prestasi kerja para bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan dan
Pengembalgan Kawasan Transmigrasi berdasarkan hasil kerja yang dicapai
sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;

g. men5rusun kebutuhan pengembangan prasarana, sarana, ekonomi dan sosial
hr tdawa kawasan I ransmiqrasi'

h. melakukan koordinasi pengembangan prasarana, sarana, ekonomi dan sosial
budaya kawasan transmigrasi;

i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pembinaan
dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan

j. melaksanakan trrgas 'lain yang diberikan oleh Kenala Bidang dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Transmigrasi.

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasai 17

(1) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

(21 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas penyiap€rn perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang geologi, bidang mineral dan batubara,
hidang ketenagalistrikan. energi hanr, terhar-rrkan dan konserrasi energi

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21 , Bidang Energi
dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang geologi, bidang mineral

dan batubara, bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi
energi.

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang geologi, bidang mineral
dan batubara, bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dal konservasi
energi.

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang geologi, bidang mineral dan
batubara, bidanc ketenagalistrikaa. energi baru, terbarukan dan konservasi
energi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di
bidang geologi, bidang mineral dan batubara, bidang ketenagalistrikan, energi
baru, terbarukan dan konservasi energi.

e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
geologi, bidang mineral dan batubara, bidang ketenagalistrikan, energi baru,
terbarukan dan konservasi energi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas
dan fungsi di bidang geologi, bidang mineral dan batubara, bidang
ketenagalistrikal, energi baru, terbarukan dan konservasi energi;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan
tugas dan fungsi di bidang geologi, bidalg mineral dan batubara, bidang
ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan dan konservasi energi; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang energi dan
sumber daya mineral sesuar ketentuan peraturan perundang-unda-ngan.

Seksi Geologi

Pasal 18

(1) Seksi Geologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan
kebijakan , koordinasi dan pelaksanaan kebijakan , evaluasi dan pelaporan di
bidang geologi.

(2)Tugas....../ 15
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(2) T\rgas sebagaimana dimaskud pada ayat (1) meliputi:
a. Menyiapkan bahan perlrmusan kebijakan teknis di Bidang Pengusahaan air

tanah;
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di Bidang Pengusahaan air

tanah:
c. Menyiapkan bahan inventarisasi, pemetaan dan penyusunan neraca sumber

daya air tanah;
d. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin pengusahaan air tanah, eksplorasi

dalam daerah;
e. Menviapkan bahan rekomendasi teknis penerbitan izin pemanfaatan langsung

panas bumi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah;
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang geologi;
g. Penetapan Zona Konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah

Provinsi.
h. Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah

pada cekungan air tanah dalam daerah Provinsi.
i. Penetapaa nilai perolehan air tanah dalam daerah Provinsi.
j. Pengendalian dan pengawasar implementasi nilai perolehan air tanah dalam

daerah Provinsi.
k. Menerbitkan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air

tanah untuk kebutuhan usaha <1i dalam daerah Provinsi.
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan untunk kebutuhan usaha di

dalam daerah Provinsi.
m. Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan

geologi (geoheritage), dan pemanfaatan situs warisan geologi.
n. Penylapan Oata geologl untuk men)'usun penngatan clrnl potensr gerakan tanah.
o. Mengevaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik

rawan bencana.
p. Penyiapan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi.
q. Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala > f :25.000)
r. rlleiakukan rugas kedinasan iain yang tiiberikan oieh Pimpinan.

Seksi Mineral dan Batubara

Pasal 19

(1) Seksi Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakal penyiapan perumuszrn
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang
bina pengusahaan mineral dan batubara, pemetaan potensi dan pengembangan
teknologi, perhitungan produksi mineral dan batubara.

(2\ Trrgas setra-gaimana dimaksud pacla arrat I1) meliprtti'
a. Menyiapkal bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina pengusahaan

mineral dan batubara;
b. Menyiapkan bahar pengoordinasian kebijakan teknis di bidang bina

pengusahaan mineral dan batubara;
c. Pemberian sertihkat standar meliputi ke.giatan konsultasi dan nerencanaan

usaha jasa pertambangan di bidang:
1. Penyelidikan umum;
2. Eksplorasi;
3. Studi kelayakan;
4. Konstruksi pertambangan:
5. Pengangkutan;
6. Lingkungan pertambangal;
7. Reklamasi dan pascatambang;
8. Keselamatan pertambangan; dan/ atau
9' Penambangan' 

d. pemberian...... / 16
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d. Pemberian iztn yang terdiri atas:
1. IUP dalam ralgka penanam€rn modal dalam negeri untuk komoditas mineral

bukan logam dengan ketentuan:
a) Berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi; atau
hl Wilawah larrt sampai dcngan 12 {dr.ta helas.l rnil

2. IUP dalam rangka pen€rnam€rn modal dalam negeri untuk komoditas mineral
bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
a) Berada dalam I (satu) daerah Provinsi; atau
b) Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.

3. IUP dalam rangka rrenanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan
dengan ketentuan:
a) Berada dalam 1 (satu) daerah Provinsi; atau
b) Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.

4. SIPB;
5. IPR:

a) Untuk komoditas mineral logam;
b) Untuk komoditas mineral bukan logam;
c) Untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
d) Untuk komoditas batuan, bagi penduduk setempat.

6. Izin pengalgkutan dan pen'lualan untuk komoditas mineral bukan logam;
7. Izin penganguktan dan penjualan untuk komoditas bukan logam jenis

tertentu;
8. Izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan;
9. IUJP untuk 1 (satu) daerah Provinsi;

10. IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
1 1. IUP untuk penjualan komoditas bukan logam jenis tertentu; dan
12. IUP untuk penjualan komoditas batuan.

e. Melakukan pembinaan yang terdiri atas:
1. Pemberian norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan usaha

pertambangan;
2. Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, danf atau lhsilitasi; dan
3. Pengembangan kompetensi tenaga ke{a pertambangan.

f. Melakukan pengawaszrn yang terdiri atas:
1. Perencanazrn pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan; dan
J. Monrtonng dan evaluasl pengawasan.

g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan
peraturan pemndang-undangan.

h. Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha terkait pertambangan mineral
bukan logam, wilayah izin usaha terkait pertambangan minera-l bukan logam
jenis tenenru, rian wiiayah izin usaha terkait pertambarrgan batuan dengan
ketentuan:
a) Berada dalam I (satu) daerah Provinsi; atau
b) Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.

i. Penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan
urlilciiii Uui|\iiii rUB,i Ir JeIIIS LCiLuiILLi, riitii pCtrCL:tpi l Ui 8,ii Pdtui(aii Uaillitii.

j. Pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan
yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

k. Melaksanakan pemberian perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan dalam
Daratrrran Daaorinralr ini r{aaaa- aaraa <fanrla- --^c-,{,,- naa L*itaria .,aa-uLsrluur, }Jr uuvq4r)

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
1. Menyiapkan ba-han evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan mineral dan

batu bara; dan
m. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh eimpinan.

SeRsi...... / i 7
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Seksi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi

Pasal 2O

(1) Seksi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
irrerr:r-rrrrvrei t't't-.rc r:rel-.r-lrsern L.arr rcnrriar-raa lz-la,;;aL6h L^^-.1i---i ,.I^-

lJ!i liiii!i.nii r-\.E -u_ijtai\:i i, rair_\;i i-.i.ilnni i.i\iii

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan
ketenagaankelistrikkan dan energi baru.

(21 Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan

ketena saankelistrikkan r{an enerqi hanr.
b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang

ketenagaankelistrikkan dan energi baru;
c. Menyiapkan bahan inventarisasi potensi sumber tenaga listrik dan energi baru

di daerah;
d. Penyeleneearaan panas bumi untuk pemanfaatan langsune vang berada pada:

a) Lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi, termasuk kawasan
hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan

b) Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah
laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

e. Penerbitan izin, pembilaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati
(biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan
10.00 (sepuluh ribu) ton per tahun.

f. Pengelolaan pemanfaatan biomassa dal/atau biogas sebagai bahan bakar lintas
wilayah Kabupaten/ Kota.

g. Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbarukan lintas wilayah
Kabupaten/ Kota.

h. Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya
dikeluarkan oleh pemerintah daerah Provinsi.

i. Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh
perangkat daerah yalg membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

j. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah Provinsi.

k. Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dal energi terbarukan ya,ng
merupakan barang milik daerah.

1. Melakukan penelitiarr dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi
baru, terbarukan dan konservasl ener$ (EB l'Kii)

m. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan
ketenagaanlistrikan dan energi baru;

n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Kelompok J abatan Fungsronal

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
^ *^*-,,-,,^i r,,^^- 

-1. 
1. mal6L-66^1,^- --k--ia- rrraac Damarinrah l*raa.ah cao"ai

i; rrrlrrrF;-irrJ \-rt rlr6tr3 L!Lub.+-

dengan keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam

jenjang jabatan fungsioanl tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan
tertentu.

(3) Kelorrrpok -Iahat+n F''rnssiona! dikoordinir oleh Pejahat frrngsiona! lrang !:llerrlliki
keahlian tertinggi yang berada dan bertanggung jawab secara langsung kepada
Kepala Dinas.

(4)Jabatan..... . / 18
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(41 Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas akan diatur dengan Keputusan Gubernur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Formasi Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (4| ditetapkan Keputusan
Gubernur.

Pasal 22

Pembentukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasa-l 23

(1) Kepa1a Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang
memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penganskatan dalam .iahatan di linqkrrngen l)inas Tenaga Kerja. Transrnisrasi
Energi dan Sumber Daya Mineral memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN
dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan
Sumber Daya Mineral disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KER.TA I-IAN I,APOPAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 24

Kepala Dinas mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Subbagian, Kepa-la Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkungan
Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik
di delarn maupun antar s?tusn organisasi sesuai dengan bidang masing-masing.
Apabila Kepala Dinas dan/atau pejabat struktural lainnya di Dinas berhalangan
melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat
setingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat
yang berhalangan.
Sekretaris dan Kepala Bidang hertanggung i arrrat' kepada Kepala Dinas
Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Dalam hal pelaksanaan administrasi surat men5,urat dan pelaporan, Kepala
Bidang berkoordinasi melalui Sekretaris.

(1)
(2\

(3)

4
5
6

Bagpan......l19
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Bagian Kedua
Laporan

Pasal 25

(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daera-l..

(21 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk
kerja yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan dan wajib
men5,ampeikan lapore-n pela-ksanaan tugas kepada atssen masi:eg-masing,

(3) Dalam menyampaikan laporan setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan
Dinas kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan
Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Sistem, mekanisme dan prosedur penyampaian laporan pelaksanaan tugas
sehagaimana dimaksrrd pada arzat (1) ditetapkan sesuai dengan oeratllran
perundang-undangan.

BAI} V
PENGANGGARAN

Pasal 26

(1) Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah
dan penerimaan lain yang sah.

(2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ASN yang melaksanakan tugas pada
Dinas dan Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Dinas tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang
baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan.

Agar setiap orErng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya da-lam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 November 2022

H. GUBERNUR PAPUATENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Diundangkan......l20
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Diundangkan di Nabire
Pada tanggal 18 November 2022

PJ. SEKRE"TARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENCAH,
.AD / T"TN!.u, . rL

VALENTINUS SUDARJANTO SUMITO

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 14
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